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ABSTRAK

Dalam menentukan nilai ganti rugi oleh penilai yang ditetapkan oleh Lembaga
Pertanahan, tim penilai menetapkan penilaiannya berpedoman pada Standar
Penilaian dan Kode Etiknya untuk menghasilkan kajian analisis, pendapat, dan
saran mengenai bentuk laporan penilaian dengan tujuan penilaian yang
memberikan nilai penggantian atau ganti rugi yang wajar, layak, dan adil untuk
tanah masyarakat dan/ atau nilai pasarnya. Pada Putusan Kasasi Nomor: 3187
K/Pdt/2016, pemohon kasasi keberatan terhadap nilai ganti kerugian yang
ditetapkan oleh pihak appraisal yang berbeda terhadap tanah dengan nomor SHM
00760 dan 00762. Sehingga menimbulkan rumusan masalah analisa pelaksanaan
pengadaan tanah berdasarkan putusan Nomor: 3187 K/Pdt/2016 dan peran Notaris
Peran Notaris dalam pelepasan hak atas tanah dikarenakan pengadaan Tanah
untuk kepentingan umum. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
normatif, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Pelaksanaan pengadaan
tanah berdasarkan putusan tidak sesuai Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum karena
adanya kesalahan penilai pertanahan (appraisal) dalam menentukan nilai ganti
kerugian yang dalam penentuannya berdasarkan hasil inventarisasi dan nominatif
salah dari Lembaga Pertanahan yang kemudian dipakai oleh appraisal dalam
menentukan nilai ganti kerugian tanah. Peran Notaris dalam peralihan hak atas
tanah dikarenakan pengadaan Tanah untuk kepentingan umum adalah melalui
dibuatkannya Akta pelepasan hak yang dibuat di hadapan Notaris yang
menyatakan bahwa pemegang hak telah melepaskan haknya kepada pihak yang
memerlukan tanah. Akta Pelepasan hak dibuat setelah diberikannya ganti kerugian
dari pemohon kepada pihak yang berhak. Setelah dibuatkannya Akta Pelepasan
Hak maka tanah tersebut menjadi tanah negara dan pihak yang memerlukan tanah
dapat memohon hak atas tanah tersebut untuk segera didaftarkan ke lembaga
pertanahan.

Kata kunci : Pengadaan Tanah, Akta Pelepasan Hak, Notaris.
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ABSTRACT

In determining the value of compensation by the appraiser determined by the Land
Agency, the assessment team determines the assessment based on the Appraisal
Standard and its Code of Ethics to produce analysis, opinions and suggestions
regarding the form of the appraisal report for the purpose of the appraisal which
provides a fair replacement or compensation value, feasible, and fair for
community land and/or its market value. In the Cassation Decision Number:
3187/K/Pdt/2016, the appeal applicant objected to the value of compensation set
by different appraisal parties against land with SHM numbers 00760 and 00762.
So that it raises the formulation of problems in the analysis of the implementation
of land acquisition based on decision Number: 3187/K/Pdt/2016 and the role of
the Notary The role of the Notary in releasing land rights due to land acquisition
for public interests. The approach method used is normative approach, case
approach and conceptual approach. Implementation of land acquisition based on a
decision not in accordance with Law Number 2 of 2012 concerning Land
Acquisition for Development for Public Interest due to an error in land appraisal
in determining the value of compensation which was determined based on the
results of an inventory and wrong nominative data from the Land Agency which
later used by appraisal in determining the value of compensation for land. The role
of the notary in the transfer of land rights due to land acquisition for the public
interest is through the creation of a deed of relinquishment of rights made in front
of notary which states that the right holder has released his rights to the party who
needs the land who made after the applicant's compensation is given to the entitled
party. After the Deed of Releasing Rights is drawn up, the land becomes state land
and the party requiring the land can apply for the right to the land to be registered
immediately with the land agency.

Keywords: Land Acquisition, Deed Release of Rights, Notary.



RINGKASAN TESIS

I. Latar belakang
Pemilik tanah diwajibkan menurut Undang-Undang untuk menyerahkan tanah

miliknya untuk kepentingan umum, maka pemerintah juga wajib untuk
memberikan ganti kerugian yang layak dalam mencabut hak-hak atas tanah si
pemilik tanah. Ketersediaan tanah yang semakin terbatas apabila dikaitkan dengan
negara yang memerlukan tersedianya tanah dalam kegiatan pembangunan untuk
kepentingan umum. Ketersediaan inilah yang mendorong pemerintah harus
melakukan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan mustahil untuk
mengharapkan warga pemilik tanah untuk dengan sukarela sepakat menyerahkan
hak atas tanahnya kepada negara. Karena itu maka, pemilik tanah pastinya harus
menjalin kesepakatan ganti kerugian dengan pemerintah dengan cara musyawarah
dan apabila tidak menemukan kesepakatan dari pemilik tanah maka dapat
diajukan keberatan terhadap nilai ganti rugi kepada pengadilan negeri setempat
paling lama 14 hari kerja sesudah dilakukan musyawarah penetapan ganti
kerugian. Pengadilan negeri setelah itu memutus bentuk dan/atau besaran ganti
kerugian paling lama 30 hari kerja saat sudah diterima pengajuan keberatan.
Apabila pemilik tanah masih merasa belum puas atas putusan pengadilan negeri
mengenai bentuk dan/ atau besaran ganti rugi, dapat diajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia paling lama 14 hari kerja oleh pemilik
tanah yang keberatan atas penetapan nilai ganti rugi. Putusan wajib diberikan oleh
Mahkamah Agung paling lama 30 hari kerja sejak diterima permohonan kasasi.

vii



Putusan Pengadilan Negeri atau Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan
hukum tetap dapat dijadikan dasar atau acuan dalam pembayaran ganti rugi
kepada yang mengajukan keberatan.

Lembaga Pertanahan menetapkan penilai harus sesuai dengan undang-
undang agar dapat secara efektif melakukan penilaian objek tanah. Penilai yang
ditunjuk ini wajib bertanggung jawab kepada penilaiannya dan apabila penilai
melanggar kewajiban dan tanggung jawabnya, maka dapat terkena sanksi
administratif dan juga sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-
undang. Dasar pertimbangan tim penilai atas besaran ganti kerugian harus
memperhatikan faktor-faktor fisik sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 33
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dilakukan bidang per bidang tanah
meliputi:

1. Tanah;
2. Ruang atas tanah dan bawah tanah;
3. Bangunan;
4, Tanaman,;
5. Benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau
6. Kerugian lain yang dapat dinilai.
Penilaian ganti rugi yang dilakukan tim penilai wajib untuk
memperhatikan hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan

Umum karena hal tersebut sangat mempengaruhi nilai atas objek tanah tersebut.



Dalam penilaian bidang tanah tidak hanya semata-mata luas tanahnya
saja, namun harus juga diperhatikan apa yang ada di atasnya misalkan apakah ada
bangunan ataupun tanaman, apabila ada maka harus dinilai juga oleh tim penilai.
Tanah kosong dengan tanah yang diatasnya terdapat bangunan ataupun tanaman
nilai ganti ruginya pasti berbeda nilainya. Dalam hal pemberian ganti kerugian
haruslah sesuai dengan kesepakatan dan menurut Pasal 36 UU Pengadaan Tanah
ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman
kembali, kepemilikan saham, atau juga bentuk lain yang disetujui oleh kedua
belah pihak. Apabila penggantian berupa uang pasti akan ditentukan berapa
jumlah besaran ganti ruginya, dalam bentuk tanah juga akan dihitung berapakah
luas tanah yang akan di ganti, dan apabila dalam bentuk pemukiman kembali akan
di tentukan seperti apa kualitas lokasinya dan sebagainya.

Dalam ganti kerugian kepada pemilik tanah atau pihak yang melepaskan
tanahnya harus memperhatikan kehidupan selanjutnya dari pemilik tanah, jangan
sampai akibat yang timbul malah membuat pemilik tanah menjadi susah dan
sengsara. Pemilik tanah harus menjadi lebih maju, lebih baik, dan lebih terjamin
kelangsungan hidupnya baik dalam bidang sosial maupun ekonominya daripada
kehidupan sebelum tanahnya dilepaskan untuk kepentingan umum. Dalam
pengadaan tanah juga diperhatikan status hukum si penguasa tanah tersebut atau
subjek pemegang haknya, yaitu Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing,
Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing karena dalam penguasaan dan
penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun wajib adanya

landasan hak. Selain status hukum dari yang menguasai tanah adapun hal lain



yang berpengaruh terhadap besaran ganti kerugian, yaitu kepemilikan hak atas
tanah tersebut. Apabila hak atas tanahnya itu adalah hak milik pasti lebih besar
ganti ruginya dibandingkan dengan hak guna bangunan misalnya.

Dalam menentukan nilai ganti rugi oleh penilai yang ditetapkan oleh
Lembaga Pertanahan, tim penilai menetapkan penilaiannya berpedoman pada
Standar Penilaian dan Kode Etiknya untuk menghasilkan kajian analisis, pendapat,
dan saran mengenai bentuk laporan penilaian dengan tujuan penilaian yang
memberikan nilai penggantian atau ganti rugi yang wajar, layak, dan adil untuk
tanah masyarakat dan/ atau nilai pasarnya. Masyarakat sebagai pemilik tanah
berada di posisi lemah karena tidak dapat menolak dan wajib memberikan
tanahnya untuk pembangunan untuk kepentingan umum, sehingga dalam
penetapan ganti rugi sebaiknya dilakukan secara adil dan tidak merugikan pemilik

tanah.

Analisis penulis mengenai masalah penetapan nilai ganti kerugian dalam
Putusan Kasasi Nomor: 3187 K/Pdt/2016 yang keseluruhan tanahnya terletak di
Desa Janten, Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, dengan 2 (dua) bidang
tanah yakni SHM 00760 dengan luas 825 meter persegi dan SHM 00762 dengan
luas 478 m2 atas nama Kasringah. Dalam kasus ini penulis melihat beberapa
kejanggalan atas penetapan nilai ganti kerugian oleh tim penilai atau appraisal
terhadap tanah milik pemohon. Hal ini berkaitan dengan tidak cermatnya tim
penilai dalam mengeluarkan penilaian ganti kerugian dan sangat berpengaruh pada
penetapan nilai ganti rugi atas tanah pemohon. Akibat hal tersebut pemohon

merasa dirugikan atas keluarnya hasil penilaian ganti kerugian tersebut, sehingga



dalam kasus ini dapat dilihat bahwa pemohon menyampaikan beberapa keberatan

di tingkat kasasi atas penilaian ganti kerugian atas tanahnya yang terkena rencana

pembangunan Bandara Udara dikabupaten Kulon Progo.

Il. Rumusan Masalah

1. Analisa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum pengembangan Bandara Baru Kulon Progo di Daerah
Istimewa Yogyakarta terkait Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2012
Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 3187 K/Pdt/2016

2. Peran Notaris dalam pelepasan hak atas tanah dikarenakan pengadaan
Tanah untuk kepentingan umum ?

I11. 1. Analisa pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum pengembangan Bandara Baru Kulon Progo di
Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai Undang-Undang Nomor: 2
Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum berdasarkan Putusan Kasasi Nomor: 3187
K/Pdt/2016
Pemohon dalam permohonan kasasi menyatakan memiliki 2 bidang tanah

SHM dengan nomor 13.03.01.13.1.00760 (selanjutnya disebut SHM 00760) dan

SHM nomor 13.03.01.13.00762 (selanjutnya disebut SHM 00762). Pemohon

menyetujui atas nilai ganti kerugian tanah atas SHM 00760 seluas 825 meter

persegi sebesar Rp.2.000.551.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh satu ribu

rupiah) dengan harga rata-rata permeter persegi sebesar Rp.2.424.910,303 (dua



juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus sepuluh koma tiga nol tiga
rupiah) namun tidak menyetujui atas nilai ganti kerugian tanah atas SHM 762
dengan luas 478 m2 vyang dinilai rata-rata per meter persegi Sebesar
Rp.958.887,0293 dengan total nilai ganti rugi sebesar Rp.458.548.000,00 (empat
ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) yang
pengumuman nilai ganti kerugian ini dituangkan dalam Petikan Berita Acara
kesepakatan Nomor 368/BA-PPT/V1/2016 pada hari selasa tanggal 21 Juni 2016.
Pemohon menolak petikan berita acara kesepakatan tersebut karena dinilai tidak
berasaskan kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian dan keterbukaan
sehingga pemohon mengajukan gugatan perdata ke pengadilan negeri, pengadilan
tinggi dan terakhir kasasi ke Mahkamah Agung.

Dari jawaban pihak appraisal, pada intinya penilaian untuk tanah pemohon
keberatan nilai permeter antar 2 (dua) bidang berbeda karena berdasarkan
sertifikat Hak Milik untuk SHM 00760 dipinggir jalan Wates dan SHM 00762
tidak punya akses jalan. * .

Dari jawaban pemohon, pemohon membeli membeli properti SHM 00762
karena alasan dan pertimbangan Kemanfaatan akses jalan utama Yogya-
Purworejo yang dimiliki oleh properti SHM 00760, karena akses jalan tersebut
dapat dimanfaatkan Properti SHM 00762 tanpa harus keluar biaya, ijin dan alasan
lainnya.

Dalam Pertimbangan hakim Mahkamah Agung menolak permohonan

keberatan ini karena objek sengketa milik Pemohon Keberatan, dalam hal ini

! Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/PDT.G/2016/PN/Wat., him. 20



Sertifikat Hak Milik Nomor 00762 tidak terletak dipinggir jalan, sehingga tidak
ada akses langsung dengan Jalan Nasional Yogyakarta - Purworejo, yang berbeda
dengan tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 00760 yang dijelaskan
Pemohon Keberatan yang memang terletak dipinggir Jalan Nasional Yogyakarta —
Purworejo sehingga ganti kerugian diantara keduanya tidak dapat disamakan. 2

Hal ini kurang tepat karena hakim tidak melihat alasan pemohon kenapa
membeli kedua properti tersebut. Jika (properti di depannya milik pak Sujarwo,
properti di belakangnya milik Parsidah, Properti di sebelah timurnya milik
Katinem) ditutup oleh pemiliknya, maka akses jalan masuk properti SHM 00762
adalah melalui properti SHM 00760 dikarenakan satu Pemilik atas nama
Kasringah. Hal ini didasarkan pada keterangan kesaksian saksi 1 yang
mengiyakan pemohon menggunakan akses di SHM 00760 untuk pemenuhan
sandang pangan dan papan pemohon ; dan saksi 2 yang menyatakan sering
memanfaatkan akses jalan pada tanah milik Pemohon Keberatan (SHM 00762 dan
SHM 00760) untuk keluar masuk dalam mengangkut hasil pertanian dengan
Keseran;.

Jadi akses jalannya adalah Jalan Nasional Purworejo-Yogya. Sehingga
Properti SHM 00762 dan SHM 00760 adalah satu kesatuan ekonomi, satu
kesatuan manfaat, satu kesatuan kepemilikan dan satu kesatuan letak posisi
bidangnya. Jadi penilaian ganti kerugian yang dijadikan dasar oleh hakim
memutus persidangan kasasi ini kalau berdasarkan adanya akses jalan atau tidak

maka Properti SHM 00762 dan SHM 00760 seharusnya sama.

2 Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor. 3187 K/Pdt/2016, him. 35.
3 |bid, him. 18



Satuan tugas yang membidangi inventarisasi dan identifikasi juga
melakukan kealpaan, kelalaian dan ketidaktelitian. Menurut keterangan Saksi 1
dari Termohon Keberatan | Saudara Inriyanto Mulyono dan Saksi 2 dari
Termohon Keberatan | Saudara Dwi Astuti, yang kesaksiannya ada pada dokumen
Salinan Putusan Pengadilan Negeri Wates Nomor 21/PDT.G/2016/PN Wat, hari
Senin, tanggal 15 Agustus 2015 pada halaman 31 dan 32, sebagai satuan tugas
yang membidangi inventarisasi dan identifikasi (Satgas A Dan Satgas B) dan
keduanya yang melakukan inventarisasi dan identifikasi pada properti SHM 00760
dan SHM 00762, terbukti tidak memiliki kecakapan dalam bidang inventarisasi
dan identifikasi;

Data bukti Ketidak cakapan Petugas yang membidangi Inventarisasi dan

Identifikasi (Satgas A dan Satgas B) adalah sebagai berikut: *

HASIL INVENTARISASI DAN IDENTIFIKASI

NO. Keterangan Yang Benar Yang Salah
1 NIB SHM 00760 00826 01945
2 NIB SHM 00762 00828 01987
3 Jenis Aset SHM 00760 Sawah Pekarangan

dan 00762
4 Bangunan SHM 00760 Ruko Rumah tinggal
5 Bisnis Persewaan tanah Tidak ada
musiman

4 1bid, him. 24



6 Letak Tanah Akses utama | Tidak ada akses
memanfaatkan akses
properti 00760, jalan
nasional Purworejo,
Jogja karena
kepemilikan yang sama.
Untuk  menggunakan
akses tersebut secara

hukum diizinkan.

Tidak ada alasan satuan tugas memberikan Nomor identifikasi bidang baru
dalam proses inventarisasi dan investigasi untuk SHM 00760 dengan NIB 01945
dan untuk SHM 00762 dengan NIB 01987. Karena SHM 00760 sudah memiliki
NIB Nomor 00826 dan SHM 00762 dengan NIB 00828; Nomor Identifikasi
Bidang (NIB) diberikan sekali dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. NIB
berfungsi sebagai tanda pengenal bidang tanah yang bersifat unik, sehingga
dengan NIB tersebut siapapun akan dengan mudah mencari dan membedakan
bidang tanah yang dimaksud dengan bidang tanah lainnya; Selain untuk maksud-
maksud tersebut diatas, NIB merupakan penghubung antara Peta Pendaftaran dan
daftar lainnya yang ada dalam proses pendaftaran tanah. Dalam sistem
komputerisasi pendaftaran tanah, NIB yang unik diperlukan sebagai penghubung
yang efisien antara data yang diperlukan dan sebagai akses informasi atas suatu
bidang tanah. Lalu juga beberapa kesalahan yang terdapat di tabel nominatif di

atas.



Sebagaimana Pasal 56 Ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012,
peta bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam proses
nilai ganti kerugian dan pendaftaran hak dan Pasal 57 Ayat (3) “Daftar nominatif
sebagimana dimaksud pada ayat (2) digunakan dalam proses penentuan nilai ganti
kerugian;

Mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, kesalahan inventarisasi dan
identifikasi tersebut sangat merugikan pihak yang berhak karena:
a. Daftar nominatif dan peta bidang yang dihasilkan oleh satuan tugas berisi
data yang tidak valid;
b. Daftar nominatif dan peta bidang yang datanya tidak valid bila dilakukan
penilaian maka, hasilnya tidak benar;

Hasil yang tidak benar tersebut bila dijadikan dasar musyawarah dengan
pihak yang berhak dan dituangkan dalam Petikan Berita Acara Kesepakatan
Nomor 368/BA-PPT/VI1/2016, mengakibatkan pihak yang berhak dirugikan
karena nilai ganti kerugiannya menjadi tidak layak dan tidak adil.

Penilaian mengacu kepada data hasil inventarisasi dan identifikasi yang
tidak benar. Appraisal secara tidak cermat dalam melakukan dan mengeluarkan
penilaian ganti kerugian dengan mengacu kepada data hasil inventarisasi dan
identifikasi yang tidak benar. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan pencatatan laporan hasil pendataan aset dan mendokumentasikannya.
Sedangkan Identifikasi adalah kegiatan mencari, menemukan, mengumpulkan,
meneliti, mendaftarkan mencatat dan menelaah data dan informasi yang

dibutuhkan.



Penilai Pertanahan dalam melakukan penilaian menegaskan bahwa
penilaian ganti kerugiannya berdasarkan peta bidang dan daftar nominatif yang
disampaikan oleh Termohon Keberatan | (Satgas A dan B) kepada Penilai
Pertanahan.®

Selanjutnya oleh penilai dijadikan dasar untuk melakukan penilaian
terhadap objek penetapan lokasi dengan metode menggunakan daftar
nilai/daftar/data pembanding aset, faktor-faktor aset yang dinilai, data analisa
pasar untuk per bidang tanah,

2. PERAN NOTARIS DALAM PELEPASAN HAK ATAS TANAH
DIKARENAKAN PENGADAAN TANAH BAGI KEPENTINGAN UMUM

Tata cara perolehan tanah bagi Badan Hukum dalam pengadaan tanah
dapat dilakukan dengan cara penyerahan atau pelepasan hak atas tanah kepada
negara sehingga tanah tersebut berubah status menjadi tanah negara yang
kemudian dengan berdasarkan pada kesepakatan sebelumnya bahwa tanah

tersebut dimohonkan oleh perusahaan

5 Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 21/PDT.G/2016/PN/Wat., him. 16
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Gambar 1 Metode Pelepasan Hak

Dengan dibuatkannya akta pelepasan hak ini maka membawa
akibat hukum sebagali berikut:
1) Penjual sudah melepaskan hak atas tanah tersebut ke negara, yang dengan
otomatis status tanah tersebut menjadi tanah negara.
2) Pembeli memiliki hak preference untuk mengajukan permohonan hak
kepada negara atas tanah tersebut.
Setelah tanah dilepaskan menjadi tanah negara, pembeli harus
mengajukan permohonan hak atas tanah dengan status tanah yang dimaksud yaitu

Hak Guna Bangunan atau Hak lain yang diinginkan.



Disinilah peran Notaris yakni membuatkan Akta Pelepasan hak bagi para
pihak yakni Angkasa Pura 1 sebagai pihak yang memerlukan tanah dan Kasringah
sebagai pihak yang melepaskan tanahnya. Proses Pelepasan Hak dilakukan PT.
Angkasa Pura 1 dengan membuat akta pelepasan hak dihadapan pejabat yang
berwenang yaitu Notaris. Akibat dari Pelepasan Hak tersebut maka dengan
otomatis status tanah tersebut menjadi tanah negara. Kemudian PT. Angkasa Pura
1 memiliki hak preference untuk mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan
kepada negara atas tanah tersebut untuk segera dilakukan pendaftaran tanah

kepada lembaga pertanahan setempat.
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